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BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR r88 I 169 / K I 47 t.Or3 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentalg Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keualgan Daerah;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSI(AN:

KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk dengan susunan kealggotaan sebagai berikut:

NO. KEDUDUKAN
DALAM TIM

1 2 3
I Pengarah Bupati Nganjuk

Penanggung
Jawab

Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk

J Ketua Asisten Pemerintahan
Kesejahteraan Ra,lryat
Daerah Kabupaten Nganjuk

dan
Sekretaris

Sekretaris

5 Anggota

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas:
a. melalrutan penanganan perkara litigasi dan non litigasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dal

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Penanganan perkara litigasi adalah penyelesaian permasalahan
hukum yang ditalgani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan,
terdiri dari:
a. uji materiil undang-undang;
b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang;
c. perkara perdata;
d. perkara pidala;
e. perkara tata usaha Negara;

IA

KETIGA

MenetapKan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

JABATAN
DALAM DINAS

2

4 Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik;

b. StaJ Ahli Bidang Perekonomian,
Keuangan dan Pembangunan;

c. Staf Ahli Bidang Kema-syarakatan
dan Sumber Daya Manusia;

d. Instansi terkait; dan
e. Perangkat Daerah terkait.
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f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; dan

g. perkara di Badan Peradilan lainnya.

Penanganan perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan
hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan,
terdiri dari:
a. pengaduan hukum;
b. konsultasi hukum; dan
c. penanganan unjuk rasa.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Aprn2024

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

SC uai dengan aslinya
PALA BAGIAN HUKUM

SUTRI N
Pembina
NIP. 19680 t 199202 I OOt

KELiMA

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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